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PERATURAN BUPATI BEKAST

NOMOR: = ©L9g zm0d

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELEPASAN HAK TANAH KAS DESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BEKAS,

balwa Tanah Kas Desa memupakan tansh yang dimiiki oleh
Pemerintahan Desa dan dikelola URLK kegiaten usaha De<a
sehingga dapat menjadi sdah saty sumber pendapatzn Desa

vang apablla zkan dilepaskan haknya hanya dapat dilaknkan
melaiui ruislagftukar menukar:

bahwe pelepasan Tanah Kas Desa yang dilakikan dengan cara
ruislagtukar menukar dipandang sebogal cara yang  efeksf

uniuk tertib administasi pertanadhan dan fisik tangh yang akan
dilepaskan dan tansh Nengoantinys;

babwa dalam  rangka menodur  pelsksanaan  ketentuan
sehagaimara dmaksud pada horuf B diams, diperiukan adanya
Pedoman dan Tata Cara Pelepasan Hak Tnah Kas Dese

balwva das dasar perimbangan sebagaimanz dimaksud pada
hurnif & huruf b dan huruf © besabust di 2as pedomannys periu
ditetapkan dengan Peraturan Bupa Bekasi

- Undang-Undang Nomaor M Tahun 1950 tertang Pembentubsn

Daerah-daerah Kabupsen datam tingkungan Propinsi Jawa Barat
{Berita hegara Republik Indoncys Tahun 1950

Undang-Undang ¥omor 5 Tahim 1550 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok  Agrariz (Lembaran Negara Republik 1) wdods:a

Tahun 1560 Nomor 104, Tambaban Lembacn Hegara Republi
hdonesia Nomor 2043



Uindang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 entang Perubahan st
Undang-Lindahg Momor 2 Tahwn 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Lembaran Hega® Repubbk Indonesia Tohun 1994

Wormor B2, Tambahan Lembars Megara Republik indonesia
Nomor 3569

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teniayg Pemerintahan
Coersh  embaran Negae Reputlik  Indatesia Tohun 2004

Homor 125, Tambahan Lembaran Negam Republk Indonesia
Momor 4437

Undang-Undang Momor 3 Tahun 2004 entang Perimbangan
Keuangan antarz Pamerintah Pusa dan Pemeriitzh Daerah
{Lembaran Negara Republk Indonesia Tshun 2004 Nemor 126,
Tambahan Lembaran Regara Repebiik Indonesa Nomor 4B8);
- Persuran  Pemesintzh  Momor M Tahun 109 tenang
Penddftaran Temah {embaran Megara Reputidik  Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tembahan Lembaran Negara Repyblk
hdonesia Nomor 3696,
- Perduran  Pemedntah MNomor 38 Tahun 2009 tentang
Pembagian  Urusan  Pemeintahan  antaia Feneriiah,
Permerintahzn Baerah Froping  dan Pemerintahan
Kahupaten/ Kota lembaran Negae Republik Mdonesia Thun
207 Nomor 82, Tambahan Lembamn Megaa Repubiik
hdanesia Nomor 4737
Feraturan Pemerntah Momor 72 Tehun 2005 tentang Desa
(Lembarzn Megara Republik ndonssia Tohun 2005 Homor 158,
Tambahan Lembaran Negare Republik donesia Nomor BB,
Peratitran Presiden Repebiik donesia Nomor 25 Tahun 200K
itang Pengadasn Tenah bagi Peldsanaan Pembangunan

Lntk Kepentingan Unum sebagaimana tebh diubah dengan
FPertUran Presiden Republik Indonesia Momer 65 Tzhn 2006;

1BPeraran  Menteri AgrartaXepaiz Badan Pertahan Nasonal

Momar 3 Taflun 1987 enEng Penyedisan dan Pepherian Hok
atzs Tanah unuk Xeperiuan Pembanraunan Pergmakan

1L.Peraturon Kepaks Badan Pertasshan Masionat MNomor 3 Tahun

207 tentIng Petumuk Pelaksanaan Peraturan Prociden Republix
Indonesiz Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pefaksanian  Pembangunan untuk Kepentingn Umem
sebagaimana tdah divbah dengan Pergturan Presidsn Reomhlik

ndonesis Momer 55 Tahun 2006;
1Zkeputusan Bersama Merteri Datan Negeri dan Menteri Negara
hgrariaepaln Badan Pertanahan Masional Homor 157 Tahwun

1997 Momor 2 Tahun 1957 tontang Pengurusen Hak dan
Penvelesaan Seriifikat Tanah K= Desa



L}S.Feral:uran Daerah Kabupaten Bekasi Momor 11 Tahwn 2000
sebagaimana felah diuhah dengan Perturan Daemh Nomor 4
Tafwn 2005 renzng Stumber Pendapaten 980 Kekaysan Desa
Pengurusan dan Pengawesawiys (Lembaras Dersh Kabupatzn
Bekas: Tahun 2005 Nomor 2 Serl By,

14.Peraturan Dasmh Kabupaen Bekas: Nomor 12 Tahon 2080

tertang  Pedoman Pemyumunan Anggaon  Pendapsan  dan
Belanja Desa {lembaran [Bersh Xabupaten Bekasi Tahun 2000
Nomor it Ser E)

15.Peraturan Daeh Kabupaten Bekasi Momor 15 Tehun 2000
er=ng Peraturan Desa Lembaran Daesah Xabupaten Bekasi
Tahun 20060 Nomor 14 Seri E);

16.Feraturat Daemh Kebupsten Bekasi Nomor 26 Tshun 2000
tenfang Peraman, Pembentukan dan Pemekaen Kecamatan

i Kabupaten Belasi fdembaran  Daerah Kzbupaten Bekas
Tohun 20K Nomor 12 Seri OY;

1/Psraturan Dasah Kabupaten Bekasi Homor 4 Tahun 20E
sebagainana telah ditbah dengan Persturan Daersh Nomor 49

Tahun 2007 teatang Rencana Taa Ruang Wilyaiz Kabupaten
Bekasi  Tahun 208 - 2013 (lembaran Daergh Kabupaten
Bekasi Nomor 4 Tahun 2007

’ 18.Peraturan  Basah Kabupden Bekas Nomor 4 Tohen  Hi06
e IEnENg Badan Permusyawaraan  [ess {embaran  Daeah
Fabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E};

MEMUTUSKAN:

‘D Menetapkan : PERATURAN BUPATT BEKASY TENTANG PEDOMAN DAN TATA
CARA PELEPASAN HAK TANAH KAS DESA

BAE I
KETENTLIAN UMLM

| Fazal |

Galam Peraturan Bupdi il yang dmaksud dengan:

L Pemerintahan Daerah adalzh PeMyilenggara urusan pemerintahan okh pemerintah
daeral dan CPRD menurut asa otonomi dan ugas pembaniian dengan prinsin

Negara Fesztuan Repubdik ndonesia sebagamans dimaksud datam Undaw-Uncang
Dasar Repablik hdonesia Tehun 1945

4 Daerdh adalah Daerzh Kabiupaten Bekasi-
3 Bupdi adalah Bupsti Bekasl




4, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai peranchkat daerzh Kubupden Bekas
n Camat adalah perangkat daesh Kabupaten Bekas yang memingin o kecanatae

dan mempPerolen sebagian wewenang bupali unbk menanaan sebagian uns2n
ctonomi daerah;

& Desa dau yang disdut dengan nama faln, adatah kesauan masyaiskat hukum yark
mermilid batas-batas wiayah wang berwening whtk mengdur dan menguus
keperbngan masyarakat setempst berdasarkan asal vsul dan add istadal setempat

yang dizkut dap dihermal dal¥n sistem Femerinizhan Negme Kesdusan Repubik
Indonesia,

7. Pemenntahan Desa addah penyelenggarsan urussn pemenrtahan oleh Pemetintzh
Desa dan Badan Permusyawarmian Oesa delan mengawr  dan mengunis
kepentingan masyarakat sefempat berdassrkan asal-usté dan adat isbada setermpat
yarg dizkui dan dihormatl dalam sistem Pemeristaban Megara Kesatuan Republik
Indonesia;

& Pemeriotah Desa sty wang disebut dengan nama lsin addah Xepata Desa dan
Perangka Desa sebagal ansur penyelenggara pemeninkhan desa

9 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga vang merupskan perwujudan

demokrast dalam penyeiengoarsan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenegara
pemenniahan desy

18.Peraturan Desa addah perguran perundmg-undangan yang dibuat okeh BPD
bersoma Kepata Desg

1Ll embags Penilal Marga Tanah adalah lembaga profsional dan independen yang
Mempunyal keahlian dan kemampuan di bidang pendsian harga tanafy

12Badan Hukum adzlsh subjek hukum selan oy yang mengsiukan  permohenan
ruislag/tcar menukar

13Pelepasan hak aas Tanah Kas Desa addah peratihan hak kepemiikan dzs Tansh

kes Desa dad Pemerirtah Desa kepada Badan Hukum meldu proses nuslag/hikar
menukan

14, Tanah Kas Desa adalah suaw bidang @nah yang dimitliki okeh Pemerintahan Desa
doen dikelcla wrbuk kegifan osahs Desa sehingga memadi safah sty sumber
Pendapatan Desa yeng bersangkutarm

15.Berita Acai MuSyawarah addah Berita Acars yang tihud oleh Kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan ODesa ([EPD), berisi hast pembahasan  pemohonan
ruslagukar menckar dan bokas| tanah penggant,

16.Lokast Pengganti adalah lokasi penggant dad Tanah K& Desa yarv) diruisiag/tukar
menukar

17.1zin lokas addah ian yang diberikan kepada suaty Badan Hukum untuk melakiban
pembebaan kpah di Daeran:

13.Kompensas) adalah sejumiah barang dan/stay usng yang diberkan okh Sadan
Hukum kepada desa unbuk pembzngonan desa dan opemsicnal desa

19Persetifjuan Bupat adslah Persebifusn Bupati 25 pelepasan hak atzs Tanah Kas
Desa melaltr ruishg/ukar menukar



EAB II
PELEPASAN HAK

Fasal 2

{1)Badan Hukum @ng akan memobon pelepsan h#k 3tz Tanah Kas Desa melalui
rulsiagfukar menukar berdebih dafady waiily mengdukan permohonan secaa ertuiis
kepada Kepala Desa yang kembusannya disampaikan kepada Camat.

{21Permnenntah Desa yang memiiki Tanah K& Desa yang akan diepaskan haknya
semd ruisfagitukar menukar, waib melapotkan secara tertulis kepada Bupdi yarg
tembusanma  disampatkan wepada Cama dengan melampirkan Badan  Hukum
pemaion pelkepasan bk Tanah Kis Desa,

BAB 1II
TATA CARA PELEPASAN HAK

Pasal 3

Pemichonan pelepasan hak 2@ Tanzh Kas Desa mslali neEsiagituiar  menor

sebagaimana dirmsksued ddam  Pasal 2 dengan relampirkan  persyaratan sehada
Denikut

2 Fotokopi 2kl pendidan perusahzan:

Fotokopi KTP pemahon:

Fotclopt Aspek Taa Guna Tansh;

Fotokop! 1Zir lokagk:

Mempersiapkar rencans =nah Tuislag/tukar menukar,

P oa n oo

PasH 3

T2ta com pelepasan hak aas Tanah Kas Desa meldi rnslag/ Skar menukar dilakukan
sebaga berikedt ;
a. Kepala Desp bersama Badar Permusyawaratan Desa (BFDY waih melaksanakan

rapat pembahasan atas permchonan pelepasan hak ats Tanah Kas Desa yang
haslnya diuangkan dalam Berta Acara Missyawaran;

b. Kepala Desa bersema Bacan Permusyawaiatan Des3 (BPD) dan pemohon secara

bersama-sama walib melzkikan rapat pembahasan unnk MmENentukan dan menTyag

lokas! tanah yang dan dindstagiukar memkar serty rencana tanah penggant yang
hgilnya diuangkan ddam Berita Aeara Mosua ssmah.



Perifaian haga Tanah Kas Deia veng diepaskan secaa ruisfag/tukar menvka dan
tlansh penggant sepenuhnya dilakuken ofeh Lembags Penfial Harga Tenah ang
dituriuk oleh Kepala Desa denc an ditiavai okeh pemnohon;

Bartz Acaim Misyawarzh sebogaimana dimaksud pada hweuf a Jdan b serte hasl

penilalan merunakan dasar perfimbangan  dalan  pembuatan Peafturan  Desa
mengenan Pelepasat Tanah ¥ Desa (TKD) melahui nislag tkar menukar;

Pelepasan hak das Tenah kas Desa melshd ruislaghukar mendiar sebagaimanas
dmaksud pada huruf d yang dituangkan dalam Peraturen Desa, selanjdnys
dicarnpalkan kepada Bupad Mmeidiu Camat untuk mencand pecsenguan Bupat:
Pelepisan hak ates Tenah Kas Desa yeng Esh mendapa persehsuan Bupdl
selanjutrya  Peraturan  Desa dimaksod  diberfakukan dengan  torkebih  dahuis
dirdangkan dalan Berim Daerah dan apabdla Wk mendapatkan persetujpan
Bupati, maka peiepasan hak azs Tanan Kas Desa baax gapdl dilaksanskan,

S 5

Péraran Desa ying mengatr tentang ruislagitukar menukar sekurang-kurangnya

memud :
8 'wkasi dan lusan Tangh Kas Desa wang &kan dilepaskan haknya:
b Lokxi dan luasan Tarah Penggamt Tanah ¥& Desa dengan ketentuan sebaga
beriur
L Tanah penogarti diipayakan Dedokasi df wilayah de<s z2au Kecamatan yang
bersangkutan; .
Z Apabib huruf © angika 1 Paal ni tdek dapd dizksanakan, harus dibukiian
dengan Berlta Acara rapat:
1 terhadap akernatif tanah lain untuk tanah pengoand didmesman 3as Berda Acara
hasll peninfauan kokasi dan Berlta Acam hasll repst mivsyaviarah Kepala Desa dan
BDy
4. Fungsi lahan pengganti harus sand dengan lahan yori] dilepaskan haknya;
% luasannys Bnoh penggaii menimal sama dan mempunyvas nilai exonomi lebih
gt
C Wompensas! berupe feik danfatau uang kepada 0853 yang bersangkutan urbuk
pembangunan desa dan unuk operasional pelakssnadn ruislagfukar  memskar
dinraksed:
d Besarma Kompenssm sebagaimana dimaksud huruf © Pasal Inj berdasarkan hasil
musyiwarah antam pemennrtahan deca dengan penchor,
2

Periyelesalan administrasi pertanahan seizligus Beban hiaya proses administrasimg
oleh piha: pemahon:

Tanah Kas Desa yang dirvistagAukar menukar tidd dapsat dialihfungsikan sebefien
sertifhat tanah penggant dielesa@kan oleh pamohon



BAE IV

KETENTUAN PENSTUP
Fasal 6

Dengan bedakunya Peraursn Bupati hd, maka Kepubusan Bupati Bekasi Momor
19314/Kep. 219-Pemdes. 2004 tentang Pedoman Taa Cara Peruntukan, Penggunaan
danr Perdiban Tanzh Kas Desa dan Keputusan  Bupai  Bekasi  Momor
143.14 /Kep.156Pemdes/ 2007 temsang Pembertukan Tm Pertimbangan dan Penilziz
untuk Kepertuan Pengadaan, Pemindaharn Pelepasan dan Tukar Menukar Taeh K
Desa di Kabupaten Bekasi dinyatakan tidak beriaky Lagi

Pasal 7

Perduran Bupdi inl mulai berdaly pada tacggal divndangkan.

Aga selian orang mengetahuinya memerintahian pergiumdangan Persuran Bupath i
ke dalam Berta Dagrah Kabupaten Bekasi

Uitetaskan dl  Bekas
sada angml 5 iozord

/A BUPATT BEXAST [

<. 1, SA'DUDIN, MW

Diundangikan dt Bekasl
Pada tanggal 1.%..Esh., 2008
SERETARIS DAEHAH KABUPATF N BE¢ASI

OrsH.R. HERRY 5 KOESATRI, M



